BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan kebebasan beragama di Indonesia mencuat di kalangan
publik dengan munculnya kasus-kasus kekerasan yang dapat dijumpai di
berbagai wilayah. Negara memiliki fungsi sebagai social control bagi
seluruh warga negaranya dan berwenang secara penuh terhadap persoalan
kebebasan beragama yang terjadi. Secara umum, ada dua peraturan
perundang-perundangan yang difokuskan pada permasalahan kebebasan
beragama, yaitu: Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945 pasal 29
tentang Agama) dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
(Ketetapan MPR No. 1//MPR/1978 tertanggal 22 Maret 1978)".

Permasalahan kebebasan beragama tidak hanya diatur oleh kedua
peraturan perundang-undangan di atas, lebih spesifik terdapat UU No.
1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan / atau Penodaan
Agama. Pada dasarnya, penerapan UU No. 1/PNPS/1965 telah mencederai
kebebasan berkeyakinan kelompok keagamaan tertentu di Indonesia. Hal
ini dibuktikan dengan KUHP Pasal 156a dalam UU tersebut, yang

memberikan sanksi hukuman dengan tindak pidana selama-lamanya lima
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tahun bagi individu/kelompok kepercayaan maupun aliran keagamaan
yang dianggap menodai suatu agama. Umumnya klaim “sesat-
menyesatkan” seringkali digunakan oleh beberapa aliran, kelompok, atau
agama tertentu sebagai salah satu stimulan bagi pengikutnya agar terlibat
dalam suatu pengambilan tindakan atas klaim tersebut. Sehingga hal ini
menjadikan permasalahan kebebasan beragama di Indonesia semakin
rumit. Inti dari UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan
dan / atau Penodaan Agama adalah pelarangan bagi setiap orang untuk
melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai dengan
kegiatan keagamaan dari agama itu dan penafsiran yang menyimpang dari
pokok-pokok ajaran agama tersebut?.

Di Indonesia, perlindungan terhadap kelompok mayoritas
(khususnya Muslim) sebenarnya terdapat pada dua instrumen yakni
regulasi (UU No. 1/PNPS/1965) dan fatwa MUI (Majelis Ulama
Indonesia). Perlu diketahui, dengan diterapkannya UU No. 1/PNPS/1965
serta ditambah dengan KUHP Pasal 156a sebagai konsekuensinya maka
dibentuklah BAKORPAKEM (Badan Koordinasi Pengawas Aliran
Kepercayaan Masyarakat). BAKORPAKEM vyang telah dibentuk pada
tahun 1954 memiliki otoritas untuk menilai sebuah kelompok minoritas di
dalam Islam yang memiliki ajaran sesat dan menyeret kelompok atau

individu tersebut ke penjara atas dasar penodaan agama®.
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Salah satu instrumen di atas menyebutkan bahwasanya fatwa MUI
merupakan argumen dasar yang digunakan oleh beberapa kelompok
muslim mayoritas untuk melakukan tindakan. Hal ini diperkuat adanya
bukti bahwasanya tausiyah MUI (khususnya bidang akidah dan
penyimpangan agama Islam) menjadi kekuatan persuasif yang mampu
mengikat kelompok tertentu. Ironisnya tausiyah MUI tersebut disertai
rekomendasi kepada Pemda setempat untuk membekukan aliran yang
dianggap menyimpang. Dan rekomendasi itu ditindaklanjuti melalui
koordinasi yang terjalin baik antara institusi Kepolisian, BAKORPAKEM,
Kejaksaan Negeri, Kementerian Agama, serta BAKESBANGLINMAS
(Badan Kesatuan Kebangsaan Perlindungan Masyarakat. Sehingga
kemudian rekomendasi ini berimplikasi pada pembekuan aktivitas aliran,
penangkapan, dan pemaksaan pindah keyakinan®.

Di sisi lain, Indonesia sebagai Negara yang berpihak dalam hukum
internasional hak asasi manusia berkewajiban untuk menghormati dan
melindungi kebebasan setiap warga negaranya atas agama atau
keyakinannya. Dalam arti bahwa Negara tidak boleh melanggar integritas
suatu individu maupun kelompok atau bahkan mengabaikan kebebasan
mereka’.

Tidak hanya MUI saja namun ternyata lembaga tinggi agama-

agama “resmi” di Indonesia juga melakukan hal yang sama. Terkadang
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PGl (Persekutuan Gereja Indonesia), KWI (Konferensi Waligereja
Indonesia), Walubi (Wali Umat Buddha Indonesia), dan PHDI (Persatuan
Hindu Dharma Indonesia) menggunakan penafsirannya sekaligus
pemberian label “sesat dan menyesatkan” sebagai alasan untuk
mengembalikan pelaku penyimpangan agama ke keyakinan yang “resmi’®.
Misalnya, pertama pelaporan dan ancaman pembubaran kelompok Majelis
A’maliyah oleh MUI dan NU di Kecamatan Pucakwangi, Kab. Pati, Jawa
Tengah pada tanggal 26 Januari 2010. Kedua, PHDI melaporkan Pdt. W.
Alegasan atas tuduhan penodaan agama Hindu pada tanggal 24 Februari
2010 di Medan, Sumatera Utara’. Ini jelas memunculkan kesan
bahwasanya kebebasan (mengekspresikan) agama hanya diperuntukkan
bagi agama “resmi” dan kelompok organisasi keagamaan tertentu yang
eksis lebih dahulu.

Apabila menganalisa satu per satu fenomena konflik SARA
termasuk masalah kebebasan beragama, UU No. 1/PNPS/1965 dituding
sebagai alat preventif kelompok mayoritas tertentu. Konstitusi itu hanya
mengakomodir ideologi atau kepercayaan maupun agama tertentu. Secara
praksisnya konstitusi tersebut diperuntukkan bagi keseluruhan masyarakat
Indonesia tanpa adanya diskriminasi dari pihak-pihak tertentu. Penyusunan
konstitusi yang tepat dapat menjadi salah satu langkah konkrit atas
terjadinya berbagai kasus tindak kekerasan, diskriminasi, dan sebagainya

pada permasalahan kebebasan beragama di Indonesia. Dapat diyakini
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bahwasanya dalam satu negara jelas terdapat berbagai macam perbedaan
baik itu ideologi, agama, suku, dan lainnya, sehingga salah satu yang
mampu mempersatukan semua itu dengan konstitusi yang baik secara
universal. Sesuai dengan fungsinya, konstitusi sebenarnya merupakan
salah satu pilar penting yang menopang keberlangsungan kehidupan
keberagamaan dalam bingkai kenegaraan. Maka dari itu, bukan hal yang
mudah bagi pemerintah untuk memutuskan atau menyetujui suatu
konstitusi di dalam negara. Permasalahan yang nampak adalah bagaimana
peran agama/kepercayaan khususnhya yang minoritas kurang diberikan
ruang yang cukup dalam wilayah publik. Negara disini dapat mengurangi
intensitas intervensinya, supaya agama lebih dapat tumbuh bersamaan
dengan proses pendewasaan budaya masyarakat®, bukan karena unsur
eksternal dari agama.

Gagasannya mengenai nalar publik sebenarnya merujuk pada nalar
seluruh warga negara dalam tatanan masyarakat yang plural. Nalar publik
yang dikemukakan Rawls ditentukan oleh tingkatan terdalam dari nilai-
nilai moral dan politik dasar mengenai pemerintahan yang demokratis
konstitusional bagi hubungan warga negaranya satu sama lain®. Melalui
gagasan public reason, Rawls menunjukkan responnya atas kondisi
keberagaman yang terdapat dalam Negara. Sebagai warga negara, hak

kebebasan beragama seharusnya mendapat perlindungan sebagaimana

® Syamsul Arifin, “Merambah Jalan Baru Dalam Beragama”, (Yogyakarta: BIGRAF,
2001), 131

® John Rawls, “The Idea of Public Reason”, The University of Chicago Law Review, Vol.
64, No. 3 (Summer, 1997), 765-807



umumnya. Hal ini dikarenakan prinsip dari teori nalar publik John Rawls
mengedepankan aspek kesetaraan di dalamnya. Ketika ada pihak yang
haknya tidak setara dengan pihak lainnya, maka jelas ini sudah tidak
sesuai dengan apa yang digagas Rawls.

Selanjutnya penelitian ini menempatkan gagasan nalar publik
untuk mengkaji bentuk upaya negara dalam mengakomodir nalar
aliran/kelompok kepercayaan maupun keagamaan. Dalam hal ini, yang
menjadi pusatnya yakni penerapan konstitusi UU No. 1/PNPS/1965
tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan / atau Penodaan Agama. Maka
peneliti berasumsi bahwa negara tidak memberikan ruang yang cukup bagi
seluruh nalar aliran/kelompok kepercayaan maupun keagamaan dalam
penyusunan konstitusi tentang kebebasan beragama di Indonesia. Selain
itu, juga perlu dibuktikan melalui tanggapan dari pihak aliran/kepercayaan
maupun keagamaan atas diterapkannya konstitusi yakni UU No.
1/PNPS/1965 yang selama ini terkesan memihak kelompok kepercayaan
maupun keagamaan yang mayoritas saja. Kemudian penelitian ini akan
menjawab sekaligus menunjukkan apakah nalar publik masyarakat

Indonesia secara keseluruhan sudah dijamin dengan baik oleh negara.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bagian latar
belakang di atas, maka kemudian penulis berusaha merumuskan

permasalahan yang ada dengan rumusan masalah di bawah ini:



1. Bagaimana perspektif John Rawls terhadap kebebasan beragama dan
berkeyakinan dalam bingkai kenegaraan?

2. Bagaimana UU No. 1/PNPS/1965 mengakomodir nalar masyarakat
Indonesia berdasarkan gagasan nalar publik John Rawls terkait dengan

praksis kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah tertulis di atas, maka selanjutnya
penulis mengemukakan tujuan dari penelitian ini. Antara lain sebagai
berikut:

1. Untuk mengetahui perspektif John Rawls terhadap kebebasan
beragama dan berkeyakinan dalam bingkai kenegaraan.

2. Untuk mengetahui sejauhmana UU No. 1/PNPS/1965 mengakomodir
nalar publik masyarakat Indonesia berdasarkan gagasan nalar publik
John Rawls terkait dengan praksis kebebasan beragama dan

berkeyakinan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan
manfaat diantaranya:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah

khazanah keilmuan bagi dunia akademisi terkait bahasan jaminan

kebebasan beragama khususnya aliran-aliran atau kelompok-kelompok



kepercayaan maupun keagamaan atas penerapan UU No. 1/PNPS/1965
dan KUHP pasal 156a tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan / atau
Penodaan Agama di Indonesia.

2. Dan secara praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat
memberikan wawasan dan pemahaman bagi masyarakat secara umum
dan khususnya diri peneliti agar “melek hukum” terutama terhadap
penerapan UU No. 1/PNPS/1965 dan KUHP pasal 156a tentang

Pencegahan Penyalahgunaan dan / atau Penodaan Agama di Indonesia.

E. Alasan Memilih Judul

Penulis merasa tertarik dengan fenomena praksis kebebasan
beragama di Indonesia yang berhubungan dengan hak-hak manusia
sebagai warga negara. Dimana seharusnya hak asasi yang sifatnya lahiriah
seperti ini mendapat perlindungan dari negara berdasarkan konstitusi yang
adil dan universal. Selain itu, diharapkan dapat menjadi bahan
pertimbangan terkait posisi serta sikap apa yang harus dilakukan bagi
aliran maupun kelompok kepercayaan masyarakat tertentu yang ada di

Indonesia.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan menggunakan
pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan model pendekatan

penelitian yang digunakan untuk menghasilkan pemahaman yang



mendalam dan dari segi yang berbeda-beda pada sebuah masalah yang
kompleks dalam kehidupan nyata'®. Dengan pendekatan studi kasus dapat
mengeksplorasi dan menelaah kasus secara mendalam.

Dalam penelitian dengan model pendekatan studi kasus, ada
berbagai cara yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data, yakni
dengan wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Pada proses
wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan pihak CMARS yang
memang cukup konsen mengamati ketidakadilan di tengah masyarakat
termasuk pula tentang pemenuhan hak kebebasan beragama. Wawancara
dilakukan dengan Ahmad Khoril Mustamir (Kepala Departemen Advokasi
CMARs). Kemudian wawancara juga dilakukan dengan Bapak Samsu
Rizal Panggabean selaku ahli di bidang keilmuan perbandingan agama
sekaligus pakar resolusi konflik. Wawancara dengan keduanya ditujukan
peneliti untuk mengetahui bagaimana kondisi kebebasan beragama di
Indonesia saat ini serta tanggapan mereka terkait dengan ditetapkannya
UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau
Penodaan Agama. Dengan perbandingan sudut pandang keduanya, maka
akan didapat argumentasi yang menarik dalam memotret kasus yang sama
yakni praksis dari UU No. 1/PNPS/1965 tersebut. Kemudian peneliti juga
berupaya menemui pihak berwenang terhadap UU tersebut, yakni
BAKORPAKEM selaku pelaksana dan pengawas jalannya UU No.

1/PNPS/1965. Dan peneliti memutuskan untuk menemui pihak
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BAKORPAKEM vyang ada di Jawa Timur yang berada di bagian
Intelejensi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Namun hingga akhir dari
pelaksanaan penelitian di lapangan, peneliti tidak kunjung memperoleh
kejelasan dari pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur perihal pertemuan
dengan pihak BAKORPAKEM.

Cara lain yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data
selain wawancara, adalah dengan dokumentasi. Dokumen dikumpulkan
melalui penelusuran bahan pustaka yang berupa buku, laporan media cetak
maupun elektronik, serta laporan tahunan dari lembaga-lembaga penelitian
tertentu seperti Wahid Institute, Setara Institute, CRCS-UGM, CMARs,
dan lain-lain. Intinya dokumen-dokumen yang ditelusuri berkaitan dengan
praksis UU No. 1/PNPS/1965 di masyarakat. Untuk menguji keabsahan
data yang telah terkumpul melalui metode wawancara serta dokumentasi.
Kemudian yang dilakukan peneliti adalah mengecek kebenaran daripada
data-data yang telah diperoleh dengan metode triangulasi. Triangulasi
merupakan upaya mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh
peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda®. Artinya disini hasil
wawancara yang telah diperoleh dari informan kemudian digunakan untuk
mengecek data-data pokok berupa dokumen laporan tahunan dari
lembaga-lembaga penelitian. Sehingga didapatkan informasi atau data

yang mendekati kebenaran.
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kualitatif.html, diakses pada Selasa 16 Agustus 2016
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Setelah seluruh data terkumpul, langkah selanjutnya adalah analisis
data. Analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif yakni
dengan mengorganisasikan data; memilah-milahnya menjadi satuan yang
dapat dikelola; mensistesiskannya; menemukan pola, hal yang penting,
dan yang bisa dipelajari; serta memutuskan diceritakan kepada orang
lain*2. Secara praksis, pada bagian analisis data ini akan disesuaikan untuk
menjawab rumusan masalah yang ada. Pertama, mengenai analisa
perspektif dari John Rawls terkait kebebasan beragama di Indonesia.
Kemudian, UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan
dan / atau Penodaan Agama akan dihadapkan dengan fakta-fakta kasus
keagamaan yang terjadi apakah UU itu sesuai dengan ide nalar publik

John Rawls.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menyusun sistematika
pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah
pustaka, kerangka teori, metode penelitian yang digunakan, dan
sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori dari penelitian ini yang

menjelaskan tentang ide gagasan nalar publik (public reason) John Rawls.
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Kemudian akan dijelaskan pula ruang lingkup kebebasan beragama,
gambaran umum kebebasan beragama di Indonesia, serta praksis
konstitusi tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan yang ada di
Indonesia.

Bab ketiga merupakan uraian terkait kondisi kebebasan beragama
di Indonesia. Kemudian sebagai fokus utamanya adalah perspektif John
Rawls terhadap urgensi regulasi jaminan kebebasan beragama dan
berkeyakinan di Indonesia dalam upaya memelihara kedamaian kehidupan
berbangsa dan bernegara di tengah masyarakat yang plural.

Bab keempat merupakan pembahasan penerapan konstitusi UU No.
1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan / atau Penodaan
Agama termasuk faktor-faktor yang melatarbelakangi perumusannya,
tujuan dibuatnya konstitusi tersebut, kemudian proses pemberlakuan UU
No. 1/PNPS/1965 dalam berbagai kasus penodaan agama di Indonesia.

Bab kelima merupakan analisis dengan ide nalar publik (public
reason) John Rawls terhadap UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan
Penyalahgunaan dan / atau Penodaan Agama yang berlaku di Indonesia.

Bab keenam merupakan penutup dari susunan penelitian ini.
Dalam bagian ini, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran bagi penelitian

ini baik itu untuk kelanjutan riset terkait maupun tata penulisannya.





